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DAFTAR ISTILAH

1. Blockchain

2. Buku Besar Terdistribusi

3. Cryptocurrency

4. Infrastruktur

5. 10TA

Struktur data yang diterapkan pada buku besar
terdistribusi, dimana data tersebut akan
disimpan dalam sebuah “blok” dan saling
terhubung antar pengguna (user) dari
Blockchain tersebut.

Buku besar yang tidak terdapat pusat
pencatatan dan didistribusi kepada setiap
pengguna transaksi.

Mata uang digital yang menggunakan sistem
terenkripsi berupa Blockchain dalam proses
transaksinya.

Kebutuhan dalam pemajakan mata uang kripto
seperti keamanan transaksi, pencatatan
identitas dari penjual dan pembeli mata vang
kripto.

Sebuah distributed ledger yang pada awalnya
diciptakan dengan tujuan untuk menjadi
alternatif aset kripto (altcoin) yang dirancang
untuk mencatat dan mengeksekusi transaksi
antara mesin dan perangkat di ekosistem
Internet of Things (IoT) (Zipmex, 2021). Iota

dalam jaringannya tidak memiliki miner dan

X



6. Jaringan P2P

7. Mining Pool

8. Bundesministerium  der
Finanzen

9. Einkommenssteuergesetz

memiliki biaya yang lebih kecil dalam
transaksinya.

Jaringan yang menghubungkan antar komputer
dengan  prinsip  desentralisasi  (tidak
memerlukan perantara), sehingga pihak ketiga
tidak dapat melakukan kuasa atas jaringan
tersebut.

Sekelompok  gabungan  miners  atau
penambang mata uang kripto yang
menggabungkan sumber daya komputasi
bersama melalui jaringan.

Kementerian Keuangan Federal Jerman yang
selanjutnya disingkat BMF

Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman
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